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ABSTRAK

Rini Fahriyani 1lham-1620310037. Tesis: Strategi Mediasi Penyelesaian
Sengketa Kewarisan: Studi Di Pengadilan Agama Wilayah PTA Yogyakarta.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dipandang sebagai cara yang dapat
memberikan akses lebih kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang
memuaskan dan berkeadilan. Mediasi yang efektif dalam penyelesaian sengketa
kewarisan akan memberikan dampak pada rasa keadilan yang diterima oleh
masing-masing pihak. Pada akhirnya pandangan mengenai keadilan dalam
sengketa kewarisan akan mempengaruhi sikap hukum para pihak dalam
menyelesaikan perkara. Penelitian ini mendeskripsikan faktor-faktor yang
mempengaruhi efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan di
Pengadilan Agama wilayah PTA Yogyakarta. Berdasarkan faktor-faktor tersebut,
kemudian dirumuskan konsep stategi mediasi di Pengadilan Agama dalam proses
penyelesaian sengketa kewarisan.

Penelitian ini mengunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman
dalam penegakan hukum, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum untuk
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi dalam
perkara kewarisan di Pengadilan Agama. Faktor-faktor tersebut kemudian
diklasifikasikan dengan menggunakan analisis SWOT sebagai langkah awal
dalam perumusan strategi mediasi perkara kewarisan serta mengacu pada strategi
mediasi secara umum oleh Maskur Hidayat. Konsep takharuj atau tasalui
digunakan untuk menilai relevansi penerapannya ketika merumuskan kesepakatan
damai dalam sengketa kewarisan berdasarkan karakter perkara yang dihadapi.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan data primer bersumber dari
Pengadilan Agama di wilayah PTA Yogyakarta terdiri dari Pengadilan Agama
Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Agama Wates, Pengadilan
Agama Bantul, dan Pengadilan Agama Wonosari. Penelitian ini bersifat evaluatif
analitis dengan pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas mediasi di Pengadilan
Agama wilayah PTA Yogyakarta terhadap penyelesaian sengketa kewarisan
dipengaruhi oleh faktor internal meliputi: domisili yang berjauhan; gaya
komunikasi; pemahaman mengenai hukum kewarisan Islam bercampur dengan
hukum kewarisan adat Jawa; iktikad para pihak; perbedaan perspektif; dan
kemampuan mediator; dan faktor eksternal meliputi: aturan hukum mediasi; harta
warisan telah lama tidak dibagi hingga beberapa generasi; tingkat kerumitan
perkara; peran kuasa hukum; psikologis mediator hakim; keterbatasan sarana dan
prasarana mediasi di pengadilan; dan kondisi sosial budaya masyarakat dalam hal
waris. Faktor-faktor tersebut diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur sistem hukum
yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Keseimbangan ketiga unsur tersebut
tidak dapat diabaikan agar dapat meningkatkan efektivitas mediasi. Apabila salah
satu dari ketiga unsur tersebut tidak berjalan dengan baik, maka penegakan hukum
dan pencapaian tujuan hukum akan sulit direalisasikan dan kenaikan tingkat
keberhasilan mediasi akan terbilang minim.

Mediasi sengketa kewarisan yang melibatkan banyak ahli waris atau pihak
lain, maka tingkat kesulitan penyelesaian sengketa melalui mediasi juga lebih
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tinggi dan sulit dilakukan perdamaian atau islaz. Namun jika permasalahan yang
terjadi tidak terlalu berat, para pihak sebagai ahli waris sudah memiliki kesadaran
yang tinggi dan mempunyai niat untuk menyelesaikan sengketa dengan damai,
sehingga penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan upaya damai dengan
menggunakan konsep takharuj atau tasalu/ atas dasar kerelaan. Tetapi ketika para
pihak tidak terlalu aktif bahkan cenderung tidak antusias, maka mediator harus
mempunyai strategi khusus agar mediasi bisa berjalan efektif dalam setiap
tahapan-tahapannya. Strategi mediasi yang dapat digunakan dalam perkara
kewarisan yaitu menggeser ide penyelesaian secara litigasi menjadi non litigasi,
memperbaiki dan membangun komunikasi yang kontsruktif antar pihak,
mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan
pendekatan kekeluargaan, mempelajari karakter para pihak, memahami dan
membangun pemahaman hukum kewarisan Islam, menggunakan pendekatan
hukum kewarisan adat Jawa, menyusun silsilah keluarga, berkoordinasi dengan
kuasa hukum, dan membantu para pihak memformulasikan kesepakatan.

Kata Kunci: Strategi, Mediasi, Kewarisan, Pengadilan, Yogyakarta
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor 158/1987 dan 05936/U/1987, tanggal 10
September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o Ba’ b be
< Ta’ t te
< Sa’ $ es (dengan titik di atas)
d Jim j je
C Ha’ h ha (dengan titik di bawah)
t Kha’ kh ka dan ha
< Dal d de
3 Zal zZ zet (dengan titik di atas)
4 Ra’ r er
J Za’ z zet
" Sin S es
g Syin sy es dan ye
o Sad S es (dengan titik di bawah)
ol Dad d de (dengan titik di bawah)
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L. 0 b b

o  C v C & G

G A )

Ta’
Za
ain
gain
fa’
gaf
kaf
lam
mim
nun
waw
ha’
hamzah

ya

te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas
ge
ef
qi
ka

3

el

3

em
‘en
w

ha

apostrof

ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

daiatia

ditulis

ditulis

Muta’addidah

‘iddah




C. Ta’marbigah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

ditulis

ditulis

Hikmah

Jizyah

Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya,

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis h.

sl ¥IAa) S

ditulis

Karamah al-auliya’

3.Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis t.
il 38 ditulis Zakatul fifri
D. Vokal Pendek
o fathah ditulis a
_ 9 kasrah ditulis i
_) dammah ditulis u




E. Vokal Panjang

1. | Fathah + alif ditulis a
dlala ditulis Jjahiliyyah
2. | Fathah + ya’ mati
(i ditulis a
ditulis tansa
3. || Kasrah + ya’ mati
S ditulis r
ditulis karim
4. | Dammah + wawu mati
uay s ditulis
ditulis i
furid
F. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya mati ditulis ai
i ditulis bainakum
2. Fathah + wawu mati VEE
ditulis au
Jsa
ditulis gaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan

Apostrof
Al ditulis a’antum
= acd -
= ditulis ‘u’iddat
585 (5
ditulis la’in syakartum
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H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el).

O 1A ditulis Al-Qur’an
O L)) -
ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el) nya.

& Lo ditulis as-Sama’

uadd ditulis Asy-Syams

I.  Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

oAl (g5 ditulis zawi al-furiid

dad) Jai

ditulis Ahl as-Sunnah

J.  Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, hadis, mazhab,
syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.
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c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri

Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Toko Hidayah, Mizan.
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KATA PENGANTAR

a1 an ) A any
O agsl o 0 WAy G agdl ol s Wil sal e i du s Cpallall Sy s 2aall
A Ll pmaad aaial g all e 5 anae Uit e Joa 26l 4 J gl aaae
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MOTTO

g;jﬁ.;w

”Who make every effort, then He will get it”
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi seringkali
menimbulkan berbagai konflik yang harus dihadapi dan tak dapat dihindari.
Perbedaan antar manusia berpotensi menjadi penyebab terjadinya konflik baik
perbedaan fisik, keyakinan, pola pikir, ataupun kepentingan. Faktor fundamental
yang mendasari terjadinya konflik sehingga menimbulkan persengketaan di antara
manusia adalah tidak terpenuhinya kepentingan sebagaimana yang diinginkan.

Manusia sebagai makhluk beragama memiliki panduan penyelesaian
konflik seperti yang disebutkan dalam al-Qur’an yaitu dengan menggunakan akal
untuk mencari penyelesaian. Bentuk dan strategi resolusi konflik yang disusun
oleh Nabi Muhammad berupa fasilitasi, negosiasi, adjudikasi, rekonsiliasi,
mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi).*

Sengketa dalam hubungan sosial kemasyarakatan, umumnya menyangkut
hak dan kewajiban yang digolongkan dalam permasalahan perdata dan dapat
diselesaikan salah satunya dengan mediasi baik di luar pengadilan (nonlitigasi)
ataupun di pengadilan (litigasi). Mediasi digunakan sebagai alternatif

penyelesaian sengketa baik antar individu maupun antar kelompok.

! Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional,
cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2011), him. 120-122.



Implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara perdata terutama bagi
orang yang beragama Islam dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan dapat
dilakukan di awal maupun selama proses litigasi terhadap perkara gugatan yang
menjadi kewenangan absolut pengadilan seperti perceraian, poligami, harta
bersama, hak asuh anak, nafkah, kewarisan dan sebagainya.

Mediasi yang diintegrasikan ke dalam sistem peradilan dibantu oleh
mediator dari hakim atau mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan.
Peran hakim yang berfungsi ganda, selain memeriksa dan memutus perkara juga
membantu penyelesaian perkara melalui cara damai dengan menjadi mediator,
dalam teori mediasi disebut dengan mediator yudisial (judicial mediator).?

Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi seringkali tidak sampai pada
hakikat fakta dari suatu peristiwa hukum karena hakim hanya memahami dan
memutuskan berdasar bukti yang diajukan di persidangan. Hasil akhir dari
penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan tidak dapat
memuaskan hati para pihak karena pihak berada dalam posisi menang atau kalah.

Berbeda jika sengketa diselesaikan melalui perdamaian di depan maupun
di luar pengadilan atau dalam konsep Islam disebut sulZz. Penyelesaian sengketa
dengan sul/ dapat memuaskan hati para pihak karena tidak ada pihak yang merasa
menang atau kalah, sehingga sulz mengantarkan pada ketentraman hati, kepuasan
dan dapat memperkuat tali persaudaraan.® Hal tersebut senada dengan firman

Allah berikut.

? Fatahillah A. Syukur, Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan dalam
Memajukan Sistem Peradilan (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), him. 23.
* Ibid., him. 159-160.
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Dalam perkara kewarisan, objek yang menjadi sengketa kewarisan berupa
harta waris yang dalam pembagiannya sering timbul ketidakpuasan bagi salah satu
atau sebagian ahli waris di samping karena ketidaktahuannya mengenai hukum
faraid serta keserakahan dan rasa egois.” Konflik dalam pembagian harta warisan
dilakukan dengan musyawarah kekeluargaan di antara ahli waris. Namun jika
konflik meningkat, maka diperlukan pihak ketiga yang memiliki otoritas dan
wewenang untuk memberikan keadilan dan putusan yang berkekuatan hukum
yaitu lembaga peradilan sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian sengketa
kewarisan.’

Sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat umumnya disebabkan
adanya ahli waris yang tidak mendapatkan haknya dalam pembagian harta
warisan atau ada sebagian ahli waris yang menguasai harta warisan.” Sengketa
juga dapat terjadi apabila harta warisan telah dijual oleh salah satu ahli waris
tanpa persetujuan ahli waris lainnya, adanya perbedaan pendapat dalam
pembagian, benturan kepentingan dan tindakan beberapa pihak yang mengulur
pembagian warisan dengan motif tertentu.®

Perkara kewarisan yang diajukan ke pengadilan akan diperiksa melalui
proses adjudikasi. Sebelum diperiksa, para pihak wajib menempuh upaya damai

baik yang dilakukan oleh majelis hakim maupun melalui proses mediasi.

* An-Nisa’ [4] : 114.

®> Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana, 2004), him.
305.

® Ibid.

" Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah..., him.196.

® Ibid., him. 119.



Penerapan mediasi di pengadilan berawal dari pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg.
yang mengatur tentang lembaga perdamaian (dading) dan kewajiban hakim untuk
mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebelum memeriksa perkara.

Mediasi di pengadilan dilembagakan melalui Surat Edaran Mahkamah
Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama
dalam Menerapkan Lembaga Damai. SEMA tersebut kemudian disempurnakan
dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 yang dirubah dengan
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan dengan tujuan memperkuat dan memaksimalkan mediasi terkait
dengan proses berperkara di pengadilan.’ Kemudian Peraturan Mahkamah Agung
No. 1 Tahun 2016 muncul sebagai perbaikan atas PERMA sebelumnya yang
dinilai belum dapat mengoptimalkan kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih
berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.’

Alasan pelembagaan mediasi ke dalam pengadilan yaitu, untuk mengatasi
masalah penumpukan perkara, sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan
biaya ringan, sebagai elemen pendukung untuk meningkatkan akses masyarakat
terhadap penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, serta untuk
memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara di
samping penyelesaian yang bersifat adjudikatif.™*

Mediasi diterapkan di seluruh Pengadilan Agama tingkat pertama tak

terkecuali Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

® Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik (Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), him. 6.

10 Konsideran PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

1 Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik, him. 6.



meliputi Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan
Agama Wates, Pengadilan Agama Bantul, dan Pegadilan Agama Wonosari.
Perkara kewarisan yang diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah PTA
Yogyakarta terbilang sedikit karena beberapa faktor, yaitu rendahnya minat
masyarakat, kesan terhadap Pengadilan Agama yang lebih dikenal sebagai tempat
penyelesaian perkara perkawinan, dan kebiasaan masyarakat dalam
menyelesaikan sengketa kewarisan.*?

Pengajuan perkara kewarisan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri
di lingkungan Dati Il DIY yaitu Kota Yogyakarta, Bantul dan Sleman pada tahun
1988 sebesar 56,1 % ke Pengadilan Agama dan ke Pengadilan Negeri 43,9%.
Berdasarkan hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 1978
pengajuan perkara kewarisan ke Pengadilan Negeri mencapai 77,2 % dan tahun
1979 mencapai 68,3%."

Sebelum adanya UU No. 3 Tahun 2006, perkara kewarisan di Pengadilan
Agama memberikan putusan berupa fatwa di mana penggugat dapat menerima
atau menolaknya. Kepatuhan para pihak yang bersengketa terhadap putusan
Pengadilan Agama yang bersifat fatwa memiliki kualitasnya masing-masing.
Ketika ada pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama,
maka cenderung (40%) mengajukan perkaranya kembali ke Pengadilan Negeri,
ada pula yang menerimanya dengan berat hati (31,2%), dan selebihnya

mengambil sikap diam (11,9%). Adapun pihak yang menerima putusan

12 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan
Adaptabilitas, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), him. 100-110.
3 Ibid., him. 105.



Pengadilan Agama dengan sikap lapang menganggap bahwa putusan tersebut
akan sesuai dengan ajaran Islam.™

Dengan dilembagakannya mediasi ke pengadilan memberikan pengaruh
terhadap sikap ketaatan hukum dalam perkara kewarisan. Berdasarkan konsep
mediasi yang memberikan hasil penyelesaian sengketa yang saling
menguntungkan (win-win solution), para pihak yang bersengketa akan
mendapatkan rasa keadilan yang sesuai dengan kehendaknya dan penyelesaiannya
memiliki kekuatan hukum. Adapun data perkara kewarisan di Pengadilan Agama

di wilayah PTA Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut.*

Tabel 1.1
Jumlah Perkara Kewarisan Di Pengadilan Agama Wilayah PTA Yogyakarta

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Yurisdiksi . ] . .
Terima | Putus | Terima | Putus | Terima | Putus | Terima | Putus

PA 7 5 14 10 16 9 13 12
Yogyakarta
PA Wates 12 9 7 3 5 5 5 5
PA Bantul 3 3 3 4 8 8 4 2

PA - . - - - - _ -
Wonosari

Terhadap perkara kewarisan yang masuk kemudian dilaksanakan mediasi
terhadap para pihak yang hadir ke persidangan, namun ada sebagian perkara yang
dicabut sebelum dilakukan mediasi. Perkara kewarisan yang tidak berhasil
mencapaikesepakatan damai dalam mediasi, maka dilanjutkan pada proses
pemeriksaan perkara secara litigasi. Data perkara kewarisan yang dilakukan

mediasi dapat dilihat pada tabel berikut.

% Ibid., him 107.

> Observasi Laporan Tahunan Pengadilan Agama di Wilayah PTA Yogyakarta
Tahun 2016-2019.



Tabel 1.2
Jumlah Perkara Kewarisan yang Dimediasi
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
vuisdiksi | T 38 % 59 F (38w B T REw EiTEE m Bt
RS s 80 S e S8 S SE8g SSE S8 D56
m @on E%_’mmm E%mmm E%mmm Eg
PA
Yogyakart 3 - 4 - 2 1 7 1 3 1 3 - 2 - 6 -
a
PASleman | - | - |4 |- |- |- |2 |- |-|4]-|-|-]13]|2
PA Wates 4 - 5 H 3 3 = - 4 - 1 - 2 - 1 -
pABanl [ 2 | - [ - [-[-[-[2 23 ]-[3]-[1]-[1]-
PA | _ | . | . |44 5S> HEMPe | _ | _ | - | - | - | - | -
Wonosari

Dalam perkara kewarisan, mediasi sebagai salah satu alternatif
penyelesaian sengketa di pengadilan memiliki peran untuk memberikan
penyelesaian yang lebih cepat, efektif dan efisien dibandingkan melalui proses
adjudikasi, serta dapat mengurangi beban kerja hakim karena penumpukan
perkara lainnya. Pada realitasnya, dalam penyelesaian perkara kewarisan
seringkali memakan waktu lama, biaya yang banyak dan kurang memberikan
kepuasan terhadap putusan pengadilan seperti pada perkara No. 676/Pdt.G/2015
di Pengadilan Agama Sleman yang baru saja diputus pada tahun 2017.%°

Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai, maka hal itu akan
memberikan dampak positif bagi para pihak karena penyelesaian dilakukan
dengan cara saling menguntungkan (win-win solution). Kasepakatan damai dapat
dituangkan dalam akta perdamaian dengan tujuan untuk menguatkan dan

menghukum para pihak agar dapat melaksanakan isi perdamaian yang telah

'8 Buku Perkara Gugatan Pengadilan Agama Sleman, 2017.




mereka buat.'’ Namun apabila para pihak berkehendak lain, penggugat dapat
mencabut gugatannya namun tetap terikat pada kesepakatan damai yang telah
dibuat.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dipandang sebagai cara yang tepat,
efektif dan lebih memberikan akses kepada para pihak untuk memperoleh
penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan. Hal itu juga sebagai
implementasi dari asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan
biaya ringan. Namun dalam penerapannya perlu dilihat keefektifannya agar
hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Tidak efektifnya hukum disebabkan karena adanya ketidakjelasan atau
kekaburan dari segi aturan, aparatnya yang tidak konsisten, atau masyarakat yang
tidak mendukung pelaksanaannya. Sedang hukum dikatakan efektif jika aturan itu
dilaksanakan dengan baik.'® Menurut Anthony Allot, hukum akan menjadi efektif
jika tujuan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan
dan menghilangkan = kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat
mewujudkan harapan hukum dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.'® Dalam
hal pelaksanaan mediasi di pengadilan dikatakan efektif jika telah sesuai dengan
tujuannya.

Dilihat dari konsep Islam, hukum sebagai sarana menuju keadilan dapat
dikatakan efektif ketika ada perpaduan nilai-nilai keadilan substantif antara pesan

hukum (al-Qur’an dan hadis) dengan masyarakat sebagai orang yang dibebani

7 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet. ke-9 (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2011), him. 95.

'8 salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan
Disertasi, cet. ke-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), him. 301.

¥ 1bid., him. 302-303.



hukum.? Pada akhirnya pandangan mengenai keadilan dalam sengketa kewarisan
akan mempengaruhi sikap hukum para pihak dalam menyelesaikan perkaranya
yang dalam hal ini ditempuh melalui mediasi.

Berbagai upaya dalam menjadikan mediasi yang lebih berdayaguna
khususnya perkara kewarisan di Pengadilan Agama salah satunya dengan
meningkatkan efektivitasnya sebagai instrumen penyelesaian  sengketa,
mengembangkan potensi para pihak yang terkait agar dapat mencapai tujuan dan
sasaran mutu dalam berbagai bentuk dan strategi serta menghubungkannya
dengan konsep hukum kewarisan Islam.

Dalam pelaksanaan mediasi perkara kewarisan akan ditemui berbagai
faktor baik dari segi kasus maupun karakter para pihak yang akan mempengaruhi
hasil akhir mediasi. Mediator sebagai pihak yang membantu penyelesaian
sengketa dengan cara damai tentunya harus memiliki kemampuan baik secara
substansi hukum maupun kemampuan interpersonal agar dapat mendorong para
pihak secara maksimal mencapai kesepakatan damai. Dari berbagai faktor yang
ada di lapangan, mediator dapat mengidentifikasi hambatan dan peluang agar
proses mediasi dapat berjalan efektif.

Mediasi yang efektif dalam penyelesaian sengketa kewarisan akan
memberikan dampak pada rasa keadilan yang diterima oleh masing-masing pihak.
Untuk dapat meningkatkan efektivitas mediasi perkara kewarisan, maka perlu
ditelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di beberapa

Pengadilan Agama wilayah PTA Yogyakarta sesuai dengan karakteristik

20 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan
Adaptabilitas, him. 96.
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masyarakat. Dengan demikian mediator dapat menentukan sikap dan staregi untuk
membantu para pihak menemukan jalan damai dengan tetap memperhatikan batas
waktu pelaksanaan mediasi di pengadilan.

Berdasarkan pemaparan di atas terkait dengan sengketa kewarisan, penulis
merasa perlu untuk melakukan penelitian dan menyusunnya ke dalam sebuah tesis
dengan judul “Strategi Penyelesaian Sengketa Kewarisan: Studi di Pengadilan

Agama Wilayah PTA Yogyakarta). ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat
dua permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi di Pengadilan
Agama wilayah PTA Yogyakarta pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap penyelesaian perkara kewarisan?

2. Bagaimana konsep strategi mediasi penyelesaian perkara kewarisan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, yang menjadi tujuan dari adanya
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi dalam
penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan Agama wilayah PTA
Yogyakarta.

2. Merumuskan konsep strategi mediasi di Pengadilan Agama dalam proses

penyelesaian perkara kewarisan.
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Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Kegunaan teoritis dari penelitian ini agar dapat menjadi bahan
kajian/pemikiran lebih lanjut dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di
bidang mediasi waris baik dalam proses beracara atau pembaruan sistem
hukum. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan cara pandang
baru dan wacana baru mengenai mediasi dan implikasinya sebagai salah satu
instrumen hukum penyelesaian sengketa di pengadilan yang dikomparasikan
dengan data empiris di lapangan, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan
yang komprehensif mengenai proses mediasi sengketa kewarisan.

2. Kegunaan praktis dari penelitian ini agar dapat menjadi acuan dan
pertimbangan pelaksanaan mediasi oleh mediator maupun pihak yang
bersengketa, khususnya dalam penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan
Agama. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan
praktis yang bermanfaat berupa ide dan masukan bagi para praktisi hukum,
hakim, mediator, akademisi, dan legislator dalam menyusun rancangan
peraturan hukum yang efektif mengenai mediasi dalam rangka mewujudkan
proses mediasi yang lebih berdayaguna dalam meyelesaikan sengketa

kewarisan di pengadilan.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai mediasi secara umum telah banyak dilakukan oleh
para akademisi dan praktisi hukum dalam bentuk karya ilmiah, jurnal, artikel dan

buku. Berdasarkan pengamatan penulis, penelitian terdahulu (prior research)
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mengenai mediasi di bidang hukum keluarga terutama dalam hal waris di
Pengadilan Agama di wilayah PTA Yogyakarta secara spesifik dan lebih
mendalam belum dilakukan. Penelitian terdahulu memberikan jalan yang dapat
menyampaikan pada pemahaman mengenai mediasi secara umum yang sifatnya
pengantar baik di ranah litigasi maupun non-litigasi. Penelitian yang akan
dilakukan berusaha mengisi kekosongan tersebut, namun tetap meninjau secara
kritis hasil penelitian dan karya ilmiah terdahulu yang relevan. Penelusuran
terbatas yang penulis lakukan terhadap beberapa karya peneliti terdahulu baik
yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung tetapi masih dalam bidang
keilmuan yang sama, di antaranya sebagai berikut:

Penelitian Sulistyowati Irianto yang diterbitkan dalam sebuah buku yang
berjudul “Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi mengenai Strategi
Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris melalui
Proses Penyelesaian Sengketa.” Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa budaya
hukum dan kepentingan masyarakat Batak Toba tidak menempatkan perempuan
sebagai ahli waris, sehingga perempuan menciptakan budaya hukum dan
subbudaya hukumnya sendiri dalam proses penyelesaian sengketa kewarisan
melalui cara perempuan memilih institusi peradilan.

Para pihak dan hakim menyelesaikan sengketa menggunakan hukum adat
dan hukum positif secara bergantian atau tunduk sebagian pada hukum tersebut
dengan hasil akhir yang beragam. Putusan hakim yang memberikan kemenangan
bagi perempuan di pengadilan menunjukkan telah terjadinya pembaruan hukum

dengan diupayakannya persamaan hak waris bagi perempuan. Putusan yang
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bersifat kompromi (win-win solution) menunjukkan proses perubahan di kalangan
masyarakat Batak Toba dalam perkara kewarisan. Sedangkan putusan yang
memenangkan laki-laki menunjukkan bahwa substansi dan institusi hukum adat
masih bertahan.”

Usaha perempuan untuk memperoleh hak waris merupakan bentuk
desakralisasi terhadap sistem adat patriarkhi sekaligus sebagai agen perubahan di
mana perempuan menjadi pusat diskriminasi kewarisan. Namun hal tersebut
belum berarti keadilan gender sudah terwujud sepenuhnya karena masih ada
kontrol patriarkhi terhadap perempuan yang menyebabkan stratifikasi sosial
ekonomi berdasarkan gender.??

Tesis karya Visiastri Fatma Halida berjudul “Penyelesaian Sengketa Waris
Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama.” Dalam karyanya dijelaskan bahwa
sengketa pembagian harta waris secara praktis dapat diselesaikan dengan cara
litigasi maupun non litigasi seperti mediasi di Pengadilan Agama selain adanya
kewajiban perdamaian yang dalam Islam disebut islah yang menjadi salah satu
asas di Pengadilan Agama. Proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama
Semarang dilakukan mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi. Penelitian tersebut mendeskripsikan mekanisme penerapan

prinsip islak dalam penyelesaian sengketa kewarisan melalui mediasi dan faktor-

2L sulistyowati Irianto, Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi mengenai
Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris melalui Proses
Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003).

22 salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum ..., him. 302-303.
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faktor yang mempengaruhinya. Metode pendekatan yang digunakan adalah
yuridis empiris dengan analisis deskriptif.®

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penerapan asas
islah dalam penyelesaian sengketa kewarisan melalui mediasi, secara konsep
sangat efektif untuk memutus perselisihan antara para ahli waris. Sedangkan pada
praktiknya sama dengan mediasi pada perkara perdata lainnya berdasarkan
PERMA. Namun, mediasi di Pengadilan Agama Semarang belum menunjukkan
hasil yang optimal. Adapun faktor penyebab kegagalan mediasi di Pengadilan
Agama Semarang dipengaruhi oleh faktor teknis dan non teknis. Sedangkan faktor
pendukung keberhasilan mediasi meliputi kemampuan profesionalisme mediator
dalam menyelesaikan perkara kewarisan, peranan kuasa hukum atau advokat, dan
adanya iktikad baik dalam menempuh mediasi.?*

Tesis karya Hurun Magshurat Uzlifat 11-Jannah berjudul “Kewarisan Islam
di Pengadilan Negeri Yogyakarta Pasca Diundangkannya Undang-undang Nomor
3 Tahun 2006 (Studi Kasus Kewarisan Islam di Pengadilan Negeri Yogyakarta
Tahun 2006-2013).” Penelitian ini mendeskripsikan pemahaman muslim
mengenai aplikasi hukum kewarisan Islam dalam pembagian harta waris dan
faktor yang melatarbelakangi pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan

analisis teori efektivitas hukum dan teori maslakah. Hasil penelitian tersebut

% Visiastri Fatma Halida, “Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Di
Pengadilan ~ Agama,”  Tesis, Fakultas Hukum  Universitas  Dipenogoro  (2016),
http://eprints.undip.ac.id/70053/, akses tanggal 31 Januari 2020.

24 H

Ibid.
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menunjukkan bahwa ada indikasi perbuatan melawan hukum karena kurangnya
pemahaman para pihak terhadap hukum kewarisan Islam.

Tujuan pengajuan gugatan waris ke Pengadilan Negeri Yogyakarta demi
akses keadilan melalui prinsip hak asasi dengan bagian 1:1 yang direfleksi dari
hukum adat dan KUHPerdata. Sedangkan hukum kewarisan Islam membagi harta
waris berdasarkan kadar proporsional atau kepantasan ahli waris. Kecendrungan
tersebut dipengaruhi oleh kepentingan pribadi (self oriented) kebutuhan ekonomi
dan gengsi untuk tidak memihak kepada hukum yang tidak menguntungkan.
Berdasarkan teori Maslakat Al-Syatibi, kecendrungan ahli waris mengajukan
gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta merupakan kategori dari kepentingan

pelengkap (Maslakah Tahsiniyah) dipicu oleh self oriented yang disebut

maslakah khassah.26

Artikel dari Faradilla 1. Saputri berjudul “Penyelesaian Sengketa
Pembagian Harta Waris Adat Melalui Mediasi” menelisik penyelesaian hukum
adat di Desa Kajowair sebagai faktor penentu keberhasilan mediasi dalam
penyelesaian sengketa kewarisan yang melibatkan anak angkat yang dianggap
betanggung jawab terhadap suku sang ayah. Tahapan mediasi meliputi: membuat
sistematika negosiasi, pengumpulan informasi, tawar menawar dalam
penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Penyelesaian mediasi di
masyarakat dihadiri oleh berbagai pihak selain pihak yang bersengketa. Kekuatan

hukum dari hasil persetujuan perdamaian tersebut dapat dimintakan kepada

% Hurun Magshurat Uzlifat 1l-Jannah, “Kewarisan Islam di Pengadilan Negeri
Yogyakarta Pasca Diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Studi Kasus
Kewarisan Islam di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2006-2013),” Tesis, Pascasarjana UIN
Sunan Kggijaga Yogyakarta (2016), him. 122-123.

Ibid.
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Lembaga Adat Desa Kajowair agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi
para pihak yang membuatnya walaupun tidak memiliki kekuatan eksekutorial
layaknya akta perdamaian dalam Pengadilan.?’

Artikel dari Fahrurrezza yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pembagian
Hak Waris Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Pontianak” yang dimuat dalam
e-jurnal mengungkapkan efektivitas mediasi, faktor penyebab gagalnya mediasi
dan akibat hukum dari gagalnya mediasi. Penelitian ini menggunakan metode
yuridis empiris terhadap proses mediasi yang gagal mencapai kesepakatan damai
di Pengadilan Agama Pontianak yang disebabkan oleh berbagai faktor, sehingga
proses mediasi menjadi tidak efektif. Perkara kewarisan yang masuk berjumlah 24
perkara, 10 perkara berhasil dimediasi, dan 14 perkara gagal. Faktor penyebab
kegagalan tersebut yaitu, para pihak tidak menghadiri proses mediasi, perbedaan
prinsip dan tidak ada iktikad baik, sehingga kemungkinan adanya upaya hukum
menjadi besar.?®

Dibandingkan dengan karya-karya di atas, penelitian yang dilakukan
sebagian besar mengkaji mengenai eksistensi mediasi di pengadilan dan cara
penyelesaian sengketa kewarisan dalam lingkup pengadilan maupun hukum adat.
Berdasarkan temuan-temuan di atas, penelitian yang penulis lakukan memiliki
beberapa perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian

ini, penulis berusaha mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang

2 Faradilla 1. Saputri, “Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Adat
Melalui Mediasi”, Jurnal lImiah limu Hukum (2019),
http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/2575/2427, diakses 31 Januari 2020.

® Fahrurrezza, “Penyelesaian Sengketa Pembagian Hak Waris Melalui Mediasi di
Pengadilan Agama Pontianak”, E-Jurnal Gloria Yuris Prodi IImu Hukum UNTAN, Vol. 3 (No. 3)
(2015), http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/9809 [31Oktober 2017].



http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/2575/2427
http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/9809
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mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi pasca PERMA No. 1 Tahun 2016
kemudian merumuskan strategi ideal dalam penyelesaian sengketa kewarisan di
Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menggunakan
pendekatan yuridis empiris. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk

melakukan penelitian ini untuk dikaji lebih lanjut.

. Kerangka Teoretik

Penerapan aturan mediasi di pengadilan bertujuan untuk mempermudah
akses keadilan bagi masyarakat serta mempercepat dan menyederhanakan
penyelesaian perkara di pengadilan.®® Pelembagaan mediasi melalui PERMA
Nomor 1 Tahun 2016 sebagai salah satu sistem hukum dapat menjadi efektif jika
telah mencapai tujuannya.

Efektivitas penegakan hukum berkorelasi dengan efektivitas hukum yang
dalam operasionalnya diperlukan aparat penegak hukum untuk memberikan
reward atau punishment, sehingga dapat terlihat bentuk ketaatan terhadap hukum
yang mengejawantah di tengah masyarakat dalam suatu sistem hukum.*® Dengan
kata lain, efektivitas hukum merupakan kesesuaian antara aturan hukum dengan
pelaksanaannya atau dengan melihat tingkat kepatuhan masyarakat terhadap
hukum karena adanya unsur paksaan.

Efektivitas hukum dapat diukur dengan mengkaji dan menganalisis

keberhasilan, kegagalan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan

2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¥ Damang Averroes Al-Khawarizmi, “Efektivitas Hukum,”
https://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html,  akses tanggal 31 Januari
2020.



https://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html
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penerapan hukum.** Menurut Romli Atmasasmita, faktor penghambat efektivitas
penegakan hukum tidak terbatas pada sikap mental aparat hukum melainkan juga
adanya sosialisasi hukum.*

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi perkara
kewarisan dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.
Friedman mengemukakan ada 3 unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakkan
hukum, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum.®® Struktur hukum berupa
unsur jumlah dan ukuran pengadilan, serta yurisdiksi. Substansi meliputi aturan,
norma, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum; produk atau
keputusan yang dihasilkan oleh pihak yang berada dalam sistem hukum, dan
aturan baru yang disusun. Budaya hukum berisi sikap-sikap dan nilai-nilai yang
berhubungan dengan suatu aturan dan sistem hukum yang mampu memberikan
pengaruh positif ataupun negatif. Budaya hukum terbagi menjadi budaya hukum
internal, yaitu kultur hukum para aparat hukum, dan budaya hukum eksternal,
yaitu kultur hukum pada populasi umum.

Mediasi dapat berlaku efektif atau tidak bergantung pada nilai dan
keyakinan masyarakat khususnya para pihak yang bersengketa. Ketika para pihak
menilai dan meyakini mediasi berpotensi untuk mempermudah penyelesaian
sengketa, maka tujuan dilembagakannya mediasi di pengadilan akan tercapai
sebagai bentuk penyelesaian sengketa sejalan dengan asas sederhana, cepat dan

biaya ringan.

%! salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum..., him. 303.

¥ Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan
Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2001), him. 55.

% salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum..., him. 305.

** 1bid., him. 305-306.
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Untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam perkara kewarisan, faktor-
faktor yang memepengaruhinya dianalisis menggunakan analisis SWOT. Teknik
analisis SWOT dirancang oleh Albert Humphrey yang digunakan untuk
mengevaluasi  kekuatan  (strength), kelemahan (weakness), peluang
(opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek.* Teknik analisis
SWOT dapat digunakan untuk menganalisis situasi sebagai awal proses
perumusan strategi.®*® Dengan demikian, analisis SWOT terhadap faktor-faktor
yang mempengaruhi efektivitas mediasi perkara kewarisan digunakan sebagai alat
untuk merumuskan strategi pelaksanaan mediasi terhadap perkara kewarisan .

Analisis SWOT dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu, mengetahui
tujuan analisis, deskripsi mengenai mediasi waris, evaluasi secara keseluruhan,
alternatif kunci dan memilih alternatif terbaik.*” Dari berbagai faktor yang
mempengaruhi proses mediasi perkara kewarisan kemudian dirumuskan suatu
strategi untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang sekaligus meminimalkan
kelemahan dan ancaman.

Menurut Maskur Hidayat, terdapat tahapan-tahapan yang dapat dilakukan
agar mediasi bisa berjalan efektif ketika para pihak tidak terlalu antusias untuk
berdamai, antara lain:

1. Membangun rasa percaya pada mediator.

2. Menghilangkan rasa saling curiga kepada pihak lawan.

% https://id.m.wikipedia.org/wiki/Analisis SWOT  akses tanggal 31  Januari

2020.

% J. David Hunger & Thomas L. Wheelen, Manajemen Strategis, ter. Julianto Agung, ed.
I (Yogyakarta: Andi, 2003), him. 193.

%" Freddy Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis Reorientasi Konsep
Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21, cet. ke-16 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2009), him. 16-17.


https://id.m.wikipedia.org/wiki/Analisis_SWOT
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3. Pemilihan bahasa positif.
4. Menjelaskan posisi sengketa.
5. Merancang bentuk penyelesaian.
6. Menyampaikan usulan penyelesaian.*®
Penyelesaian sengketa melalui perdamaian dalam Islam disebut Islas.*
IslaZ juga diartikan sebagai akad perdamaian yang menghentikan perselisihan dan
pertikaian antara dua pihak.”> Keberadaan isla sebagai upaya damai dalam
penyelesaian sengketa antar sesama muslim dijelaskan dalam firman Allah
berikut.
4 555 oSl bl 1815 o3 8y | paliali 5 53) ¢ e sl L)
Hal senada juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad:
V) agh s b e ¢ salusall 5 Lalja dal 5 WOa o s Wl V) Cpalisall (g ila xliall
2Ll ya Jal o Yol apa Uag yd
Perdamaian antara kaum muslimin adalah boleh, kecuali perdamaian yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaum muslimin harus
melaksanakan syarat yang mereka tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan

yang halal atau menghalalkan yang haram.

% Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Jakarta: Kencana, 2016), him. 141-148.

% gyahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah..., him. 159.

% Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid
Sabig, terj. Ahmad Tirmidzi (ed) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), him. 881.

1 Al-Hujurat [49] : 10.

*2 Dari Hasan bin Ali Al Khallal menceritakan kepada Abu Amir Al Agadi menceritakan
kepada Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al Muzani dari bapaknya dari kakeknya. HR.
Tirmidzi nomor 1352 diriwayatkan juga dalam Shahih Ibnu Majah nomor 2353. Menurut Abu Isa,
hadis ini adalah hasan sakik. Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Sahih Sunan Tirmidzi Seleksi
Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi, Terj. Fachrurazi, Buku 2 (Jakarta: Pustaka Azzam,
2011), him. 110. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Aisyah, Anas, Abdullah bin Umar, Rafi bin
Khadij. Dengan mengumpulkn seluruh jalur periwayatannya maka hadis ini sabit atau sah.
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Proses penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh al-Qur’an dan hadis
dapat dilakukan melalui pembuktian fakta hukum (adjudikasi) seperti sistem
pengadilan ataupun melalui perdamaian (islak) seperti mediasi.*® Sebagaimana
mediasi, islak akan mempercepat penyelesaian sengketa karena para pihak sendiri
yang memutuskan kesepakatan damai tanpa adanya unsur paksaan.

Proses penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga dikenal

dengan iakam berdasarkan firman Allah berikut.
Al (38 5 Sl a0 Leda) (e LS g alal (o LaSia | il Lagln (3la Q384 ()
44.] .

Ayat di atas menganjurkan adanya pihak ketiga sebagai penengah atau mediator
dalam penyelesaian sengketa. Walaupun asbab an-nuzul ayat tersebut mengenai
sengketa keluarga, tetapi konsep hakam dapat diaplikasikan pada sengketa perdata
lainnya seperti sengketa kewarisan.

Mediator sebagai bagian dari penegak aturan hukum mediasi di
pengadilan, dalam penyelesaian sengketa kewarisan Islam dapat bertumpu pada
beberapa prinsip yaitu, keadilan, mis/u haz al-unsayain (dua banding satu) yang
bisa diterapkan secara flexible dan prinsip kesepakatan damai. Jadi, esensi dari
hukum kewarisan Islam adalah keadilan, kedamaian dan pemanfaatan harta
warisan oleh ahli waris secara adil dan damai.

Dalam pembagian harta warisan yang menimbulkan sengketa, maka untuk
memudahkan penyelesaiannya menurut ulama Hanafi dapat mengacu pada konsep

takharuj atau tasalus atas dasar kerelaan dan adanya ganti sebagai imbalan dari

*3 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah..., him. 157.
* An-Nisa’ [4] : 35.
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pihak yang merelakan bagiannya.45 Dengan demikian, pelaksanaan mediasi
perkara kewarisan di pengadilan tidak terlepas dari pengamatan melalui
efektivitas hukum dan konsep hukum kewarisan Islam sebagai salah satu variabel

dari penelitian ini.

. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, maka agar dapat
dipertanggungjawabkan dibutuhkan suatu metode sebagai pedoman mengenai
tindakan dan langkah-langkah yang ditempuh dalam proses pengumpulan data,
pembahasan dan cara dalam menganalisisnya untuk tujuan dan kegunaan tertentu,
sehingga menjadi kegiatan yang logis dan rasional. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Jenis penelitan

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research* dalam
mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan bersumber dari Pengadilan
Agama di wilayah PTA Yogyakarta terdiri dari Pengadilan Agama Yogyakarta,
Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Agama Wates, Pengadilan Agama Bantul,

dan Pengadilan Agama Wonosari.

> Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, him. 300.
% Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian,
cet. Il (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), him. 183.
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2. Sifat penelitian

Penelitian ini  bersifat evaluatif analitis untuk  memberikan
justifikasi atas program yang dijalankan.*’ Data dan informasi dari fakta-
fakta atau kejadian dalam masalah penelitian kemudian dianalisis agar
diperoleh  kesimpulan  mengenai  faktor-faktor ~yang  mempengaruhi
efektivitas mediasi dan implikasinya dalam  penyelesaian  perkara
kewarisan di seluruh Pengadilan Agama di wilayah PTA Yogyakarta.
Pada akhirnya, berdasarkan temuan-temuan di lapangan dirumuskan suatu
strategi mediasi yang ideal dalam penyelesaian perkara kewarisan.

3. Jenis dan sumber data

a. Data primer®
Penulis dalam memperoleh data dan informasi terkait permasalahan
penelitian melalui observasi, wawancara, ataupun dokumentasi baik fisik
maupun digital yang kemudian dianalisis dengan menggunakan
pendekatan yuridis-empiris terkait peraturan-peraturan yang berlaku
mengenai mediasi dan pelaksanaannya terhadap perkara kewarisan di

Pengadilan Agama.

*" Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum lIslam, cet. |
(Jakarta: Kencana, 2016), him. 17.

® Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui
wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah
peneliti. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Leny Wulandari (ed.), cet. ke-5 (Jakarta: Sinar
Grafika, 2014), him. 106.
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b. Data sekunder®
Cara lainnya yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yaitu
dengan menggunakan dokumentasi berbagai literatur yang mendukung
perluasan wawasan atau sudut pandang penulis, peraturan perundang-
undangan dan variabel lain yang berkaitan dengan proses mediasi di
Pengadilan Agama.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis empiris yang mengkaji keberlakuan hukum dalam realita di masyarakat
untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari pemecahannya.”® Pendekatan
yuridis menempatkan hukum sebagai das sollen baik yang berasal dari hukum
tertulis berupa peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis
yakni hukum yang hidup di masyarakat. Pendekatan empiris menempatkan
hukum sebagai das sein yang berasal dari realita sosial dan kultural.

Dengan berlakunya aturan hukum mediasi di pengadilan, tentunya dapat
menimbulkan dampak terhadap perilaku masyarakat. Dengan demikian, perlu
dijelaskan fakta hukum di lapangan berupa fenomena sosial, kesesuaian fakta,
yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan analisis data untuk menemukan
faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat dalam ruang

lingkup Pengadilan Agama khususnya dalam perkara kewarisan.

* Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku
yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Ibid.

® Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika,
2002), him. 15-16.
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5. Analisis Data

Dalam hal pengolahan data, penulis menggunakan teknik analisis data
secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.”* Dalam proses analisis,
penting untuk memahami seluruh informasi pada suatu kasus dan
menganalisisnya untuk mengetahui isu apa yang terjadi, sehingga dapat
diputuskan tindakan apa yang harus dilakukan untuk memecahkan permasalahan.
Data mengenai mediasi perkara kewarisan di Pengadilan Agama kemudian
dianalisis dengan cara analisis isi (content analysis) dan analisis SWOT: Strength,
Weakness, Opportunities, dan Threats.

Analisis isi merupakan sebuah teknik untuk menganalisis dan memahami
teks. Analisis isi juga diartikan sebagai teknik penyelidikan yang digunakan untuk
menguraikan secara objektif, sistematik dan kuantitatif.>* Analisis isi digunakan
untuk menghasilkan penghitungan yang objektif, terukur melalui identifikasi dan
penghitungan unit-unit terpilih.>® Penggunaan analisis isi dalam penelitian ini
diawali dengan mengumpulkan berbagai dokumen baik dokumen fisik maupun
digital dan peraturan yang berlaku dalam implementasi mediasi sebagai alternatif
penyelesaian sengketa di lembaga peradilan untuk diklasifikasikan dan
diinterpretasikan.

Data pelaksanaan mediasi di kelima Pengadilan Agama di wilayah PTA

Yogyakarta dianalisis untuk melihat kekuatan atau faktor pendukung dan

*! Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif, him. 237.

>2 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Analisis_isi akses tanggal 31 Januari 2020.

% John Fiske, Cultural and Communication Studies: Sebuah Pengantar Paling
Komprehensif, ter. Yosal Iriantara, Idi Subandy lbrahim, cet. ke-4 (Yogyakarta: Jalasutra, 2007),
him. 188-189.
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kelemahan atau faktor penghambat efektivitas mediasi dalam penyelesaian
sengketa kewarisan, serta peluang dan tantangan Pengadilan Agama dalam
mengimplementasikan proses mediasi untuk memecahkan permasalahan agar
ditemukan rumusan pengembangan mediasi di lingkungan Pengadilan Agama.

. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penulisan dan penulisan tesis, pemaparan dan
pembahasan disajikan secara sistematis menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika
sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari
penelitian sebagai dasar penulisan dan penulisan tesis. Pada bab ini dipaparkankan
tentang latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Latar belakang
merupakan gambaran pemikiran mengenai alasan penelitian baik secara teoritis
ataupun praktis serta gambaran selintas mengenai capaian penelitian yang
diharapkan. Pokok masalah merupakan masalah inti yang dirumuskan dari latar
belakang. Tujuan penelitian mencakup tujuan teoritis dan tujuan praktis dari
penelitian dan diharapkan memiliki manfaat dan kegunaan yang tertuang dalam
sub bab tujuan dan kegunaan penelitian.

Telaah pustaka dimaksudkan untuk dapat menghindari plagiarisme yang
memaparkan sejumlah hasil penelitian terdahulu yang relevan dan sebagai salah
satu cara untuk mengetahui posisi penulis dalam penelitian sejenis. Kerangka
teoritik merupakan konsep awal dalam membangun sejumlah teori yang relevan

yang digunakan dalam menganalisis data dan memecahkan masalah penelitian.
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Metode penelitian berisi teknik yang digunakan dalam penelitian meliputi jenis
dan sifat penelitian, teknik pengumpulan data, pendekatan dan teknik analisis
data. Sub bab terakhir sistematika pembahasan yang merupakan uraian logis yang
menggambarkan hubungan antar bab yang satu dengan bab lainnya dalam
penulisan tesis.

Bab kedua berisi ketentuan umum mengenai mediasi dan pembahasan
mediasi dalam lembaga peradilan yang meliputi pengertian dan dasar hukum
mediasi, prinsip mediasi, peran dan fungsi mediator. Pada sub bab ini juga
dipaparkan prosedur mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, serta pembahasan
mengenai asas-asas hukum kewarisan Islam sebagai prinsip solusi sengketa
kewarisan dan konflik hukum antara hukum kewarisan Islam dan hukum perdata.

Bab ketiga berisi pembahasan mengenai data dan informasi objek
penelitian mengenai gambaran pelaksanaan mediasi perkara kewarisan di
Pengadilan Agama wilayah PTA Yogyakarta berdasarkan PERMA Nomor 1
Tahun 2016. Selanjutnya dipaparkan data mengenai pelaksanaan medasi perkara
kewarisan di Pengadilan Agama.

Bab keempat berisi analisis terhadap data yang diperolen pada bab
sebelumnya sebagai jawaban pokok masalah penelitian tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi efektivitas mediasi perkara kewarisan di Pengadilan Agama
wilayah PTA Yogyakarta dan strategi mediasi dalam penyelesaian sengketa

kewarisan dengan analisis SWOT.
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Bab kelima merupakan penutup berupa kesimpulan dari penelitian yang
dilakukan dan saran-saran terhadap pelaksanaan mediasi di pengadilan khususnya

dalam perkara kewarisan.



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan
1. Efektivitas mediasi di Pengadilan Agama wilayah PTA Yogyakarta pasca

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap

penyelesaian sengketa waris dipengaruhi oleh beberapa faktor.

a. Faktor internal meliputi: domisili yang berjauhan; gaya komunikasi;
pemahaman mengenai hukum kewarisan Islam bercampur dengan hukum
kewarisan adat Jawa; iktikad para pihak; perbedaan perspektif; dan
kemampuan mediator.

b. Faktor eksternal meliputi: aturan hukum mediasi; harta warisan telah lama
tidak dibagi hingga beberapa generasi; tingkat kerumitan perkara; peran
kuasa hukum; psikologis mediator hakim; keterbatasan sarana dan
prasarana mediasi di pengadilan; dan kondisi sosial budaya masyarakat
dalam hal waris

Faktor-faktor tersebut berdasarkan teori sistem hukum, dikelompokkan ke

dalam unsur-unsur yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum

dan menjadi penentu efektivitas pelaksanaan suatu sistem, dalam hal ini
penerapan mediasi di pengadilan. Keseimbangan ketiga unsur tersebut tidak
dapat diabaikan agar dapat meningkatkan efektivitas mediasi. Apabila salah

satu dari ketiga unsur tersebut tidak berjalan dengan baik, maka penegakan
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hukum dan pencapaian tujuan hukum akan sulit direalisasikan dan kenaikan
tingkat keberhasilan mediasi akan terbilang minim.

. Setiap kasus sengketa kewarisan yang diupayakan perdamaian, menunjukkan
corak tersendiri dibanding sengketa lainnya. Mediasi sengketa kewarisan
yang melibatkan banyak ahli waris atau pihak lain, maka tingkat kesulitan
penyelesaian sengketa melalui mediasi juga lebih tinggi dan sulit dilakukan
perdamaian atau islak. Sengketa kewarisan yang utamanya menyangkut harta
warisan seperti tanah dan bangunan yang menjadi tempat tinggal, rentan
membuat emosi para pihak meletup, karena salah satu pihak akan hengkang
dari objek tersebut. Ketika diadakan pertemuan mediasi dengan tendensi yang
tinggi dan tidak kooperatif sedangkan mediator tidak bisa menangani, maka
akan menimbulkan perkelahian. Bahkan dengan karakter sengketa tersebut,
sejak awal para pihak sudah menolak dilakukan mediasi dan bersikeras untuk
melanjutkan persidangan.

Terkadang dalam tahap mediasi para pihak sebagai ahli waris sudah memiliki
kesadaran yang tinggi dan mempunyai niat untuk menyelesaikan sengketa
dengan damai. Hal tersebut memungkinkan jika permasalahan yang terjadi
tidak terlalu berat, sehingga penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan
upaya damai dengan menggunakan konsep takharuj atau tasalu/ atas dasar
kerelaan. Tetapi ketika para pihak tidak terlalu aktif bahkan cenderung tidak
antusias, maka mediator harus mempunyai strategi khusus agar mediasi bisa
berjalan efektif dalam setiap tahapan-tahapannya. Agar mediasi dalam

perkara kewarisan dapat berjalan lebih optimal dalam mencapai tujuan
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implementasi mediasi di pengadilan, dirumuskan suatu strategi sebagai

berikut:

a.

b.

A. Saran

Menggeser ide penyelesaian secara litigasi menjadi non litigasi.
Memperbaiki dan membangun komunikasi yang kontsruktif antar pihak.
Mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai
dengan pendekatan kekeluargaan.

Mempelajari karakter para pihak.

Membangun pemahaman hukum kewarisan Islam.

Menggunakan pendekatan hukum kewarisan adat Jawa

Menyusun silsilah keluarga.

Berkoordinasi dengan kuasa hukum.

Membantu para pihak memformulasikan kesepakatan.

1. Bagi para pihak yang bersengketa terutama mengenai sengketa kewarisan

Islam, para pihak harus lebih memprioritaskan hubungan kekerabatan dari

pada harta. Dan dalam pembagian harta warisan selalu berpegang pada

prinsip keadilan sosial, persaudaraan, toleransi, dan saling menghargai

terhadap hak-hak orang lain.

2. Mediator yang menangani sengketa kewarisan harus memiliki skill untuk

melakukan penyelesaian dan pendekatan terhadap para pihak, terutama

pendekatan psikologis yang akan menjadi motivasi bagi para pihak untuk

mencapai perdamaian.
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4.
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Pengadilan Agama dapat membuat kerjasama dengan pemerintah untuk
melakukan sosialisasi mengenai urgensi mediasi sebelum melakukan
pendaftaran perkara ke pengadilan baik melalui mediasi di tingkat desa
maupun mediasi lainnya di luar pengadilan agar identifikasi masalah dapat
dilakukan lebih leluasa.

Agar mediasi dapat berjalan lebih optimal dalam penyelesaian sengketa,
pengadilan dapat membuat program mediasi keliling yang bekerjasama
dengan aparat pemerintah dan/atau lembaga mediasi serta membuat prosedur
mediasi di luar pengadilan khususya sengketa waris sebelum perkara

diselesaikan melalui proses adjudikasi.



Lampiran |

DAFTAR TERJEMAHAN

No |

Him.

Fn.

Terjemahan

BAB I

3

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan
mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang
menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat
ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara
manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian
karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami
memberi kepadanya pahala yang besar.

20

38

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara.
Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan)
antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap
Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

21

41

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara
keduanya, maka Kkirimlah seorang hakam dari
keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga
perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud
mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi
taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

BAB |1

33

11

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan
mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang
menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat
ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara
manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian
karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami
memberi kepadanya pahala yang besar.

49

56

. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta
satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan
silaturrahi...

50

S7

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi
orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit
atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

50

58

Allah mensyari‘atkan bagimu tentang (pembagian
pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian
seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang
anak perempuan; dan jika anak itu semuanya
perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua




pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak
perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh
separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi
masing-masingnya seperenam dari harta yang
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai
anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai
anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka
ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu
mempunyai  beberapa saudara, maka ibunya
mendapat  seperenam. (Pembagian-pembagian
tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia
buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.
(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu
tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih
dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah
ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

51

59

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak
mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai
anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta
yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang
mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya.
Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu
tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika
kamu mempunyai anak, maka para isteri
memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu
tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat
atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika
seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan
yang tidak meninggalkan ayah dan tidak
meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang
saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara
perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing
dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi
jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang,
maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,
sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau
sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi
mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan
yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar
dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Penyantun.

51

60

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang
dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih
banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi




orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang
mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada
bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan
mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala
sesuatu.

10

52

61

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).
Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu
tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal
dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai
saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang
perempuan itu seperdua dari harta yang
ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki
mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika
la tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara
perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua
pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang
meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri
dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka
bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak
bahagian dua orang saudara perempuan. Allah
menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu
tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala
sesuatu.

BAB IV

11

98

11

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara.
Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan)
antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap
Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

12

99

12

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan
mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang
menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat
ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara
manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian
karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami
memberi kepadanya pahala yang besar.




Lampiran 11
Daftar Pertanyaan

1. Pernahkah Bapak/lbu menjadi mediator perkara kewarisan? Jika pernah, apa
hal khusus yang membedakan mediasi perkara kewarisan dengan perkara
lainnya?

2. Selama Bapak/lbu menjadi mediator Pengadilan Agama, faktor-faktor apa
saja yang mempengaruhi penerapan mediasi, baik faktor pendukung atau
penghambat dan bagaimana cara mengatasinya?

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah hal yang paling penting bagi seorang mediator
untuk dapat menyelesaikan perkara kewarisan dengan cara win-win solution
dan apa startegi yang digunakan?

4. Menurut Bapak/lbu, apa tolok ukur keberhasilan mediasi?
5. Apa saran Bapak/lbu agar mediasi di pengadilan dapat berjalan optimal?

6. Apakah menurut Bapak/lbu, pelaksanaan PERMA No. 1/2016 sudah berjalan
maksimal? Mohon memberikan masukan terkait dengan pelaksanaan
PERMA tersebut.

7. Bagaimana sikap dan antusiasme para pihak dalam melakukan mediasi
kewarisan di Pengadilan Agama?

8. Apakah kondisi sarana dan prasarana mediasi di Pengadilan Agama sudah
bisa memberikan rasa nyaman dan kondusif?
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Menimbang

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa
secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka
akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk
memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta
berkeadilan;

bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah
Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi
terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung,
salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai
instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat
terhadap keadilan sekaligus implementasi asas
penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan
berbiaya ringan;

bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku,
Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar
Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het
Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura,

Staatsblad 1927:227) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia



Mengingat

yang diperbaharui (Het Herziene Inlandsch Reglement,
Staatsblad 1941:44) mendorong Para Pihak untuk
menempuh proses perdamaian yang dapat
didayagunakan melalui Mediasi dengan
mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di
Pengadilan;

bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian
hukum acara perdata dapat memperkuat dan
mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam
penyelesaian sengketa;

bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan
pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan
mampu  meningkatkan keberhasilan Mediasi di
Pengadilan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d dan
huruf e, perlu menyempurnakan Peraturan Mahkamah

Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan
Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In
De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad
1927:227);

Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene
Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4958);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5076);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROSEDUR
MEDIASI DI PENGADILAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud

dengan:

1.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak
dengan dibantu oleh Mediator.

Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki
Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu
Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari
berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa
menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah
penyelesaian.

Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh
Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh
akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan
bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan
sertifikasi Mediasi.

Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama
Mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan
Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang
mudah dilihat oleh khalayak umum.

Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang
bersengketa dan membawa sengketa mereka ke
Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.

Biaya Mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses
Mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang di
antaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya

perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain
yang diperlukan dalam proses Mediasi.

Resume Perkara adalah dokumen yang dibuat oleh Para
Pihak yang memuat duduk perkara dan wusulan
perdamaian.

Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil
Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan
penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para
Pihak dan Mediator.

Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan
antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh
pihak tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap
sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau
permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses
Mediasi.

Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah
perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan
Kesepakatan Perdamaian.

Hakim adalah hakim pada Pengadilan tingkat pertama
dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
Hakim Pemeriksa Perkara adalah majelis hakim yang
ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk memeriksa dan
mengadili perkara.

Pegawai Pengadilan adalah panitera, sekretaris, panitera
pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim dan
pegawai lainnya.

Pengadilan adalah Pengadilan tingkat pertama dalam
lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding
dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.

Hari adalah hari kerja

BAB II
PEDOMAN MEDIASI DI PENGADILAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

Pasal 2

Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan
Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara
di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum
maupun peradilan agama.

Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan
peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa
hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa
melalui Mediasi.
Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan
wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan
perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama
Mediator.
Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan
Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para
Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.
Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan
upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau
Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan
Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses
Mediasi.
Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan
Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus.
Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak  diterimanya pemberitahuan putusan sela

Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.



(7)

(8)

(1)

(2)

Ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil Mediasi
berikut berkas perkara sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi

atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan.

Bagian Kedua

Jenis Perkara Wajib Menempuh Mediasi

Pasal 4
Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan
termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan
verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet)
maupun pihak ketiga (derden wverzet) terhadap
pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian
melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan

Peraturan Mahkamah Agung ini.

Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian

melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan
ditentukan = tenggang waktu  penyelesaiannya
meliputi antara lain:

1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur
Pengadilan Niaga;

2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur
Pengadilan Hubungan Industrial;

3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha,;

4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen;
permohonan pembatalan putusan arbitrase;
keberatan atas putusan Komisi Informasi;

penyelesaian perselisihan partai politik;



(3)

(4)

(1)

(2)

8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara
gugatan sederhana; dan

9. sengketa lain yang pemeriksaannya di
persidangan  ditentukan tenggang waktu
penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa
hadirnya penggugat atau tergugat yang telah
dipanggil secara patut;

c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak
ketiga dalam suatu perkara (intervensi);

d. sengketa  mengenai pencegahan, penolakan,
pembatalan dan pengesahan perkawinan,;

e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah
diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui
Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang
terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan
tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang
ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator
bersertifikat.

Pernyataan ketidakberhasilan Mediasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf e dan salinan sah

Sertifikat Mediator dilampirkan dalam surat gugatan.

Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sengketa yang

dikecualikan kewajiban Mediasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a, huruf ¢, dan huruf e tetap dapat
diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap

pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.

Bagian Ketiga

Sifat Proses Mediasi

Pasal 5
Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali
Para Pihak menghendaki lain.
Penyampaian laporan Mediator mengenai pihak yang

tidak beriktikad baik dan ketidakberhasilan proses



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara bukan
merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup Mediasi.
Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media
komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan
semua pihak saling melihat dan mendengar secara

langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

Bagian Keempat

Kewajiban Menghadiri Mediasi

Pasal 6

Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan

Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa

hukum.

Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual

jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)

dianggap sebagai kehadiran langsung.

Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses

Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.

Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

meliputi antara lain:

a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir
dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat
keterangan dokter;

b. di bawah pengampuan;

c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau
kedudukan di luar negeri; atau

d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau

pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Bagian Kelima

Iktikad Baik Menempuh Mediasi

Pasal 7
Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh

Mediasi dengan iktikad baik.



(2)

(1)

(2)

(1)

Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa
hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh
Mediator dalam hal yang bersangkutan:

a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali
berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa
alasan sah;

b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak
pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun
telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-
turut tanpa alasan sah;

c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu
jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak
mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume
Perkara pihak lain; dan/atau

e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan

Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Bagian Keenam

Biaya Mediasi

Paragraf 1

Biaya Jasa Mediator

Pasal 8
Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak
dikenakan biaya.
Biaya jasa Mediator nonhakim dan bukan Pegawai
Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan

kesepakatan Para Pihak.

Paragraf 2
Biaya Pemanggilan Para Pihak

Pasal 9
Biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri proses
Mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak

penggugat melalui panjar biaya perkara.



(2)

(3)

(4)
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Biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan Para
Pihak untuk menghadiri sidang.

Dalam hal Para Pihak berhasil mencapai Kesepakatan
Perdamaian, biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai
kesepakatan Para Pihak.

Dalam hal Mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak
berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan Para
Pihak dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali

perkara perceraian di lingkungan peradilan agama..

Pasal 10

Biaya lain-lain di luar biaya jasa Mediator sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 dan biaya pemanggilan Para Pihak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan kepada

Para Pihak berdasarkan kesepakatan.

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Ketujuh

Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Pasal 11
Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan
atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati
oleh Para Pihak.
Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang
menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.
Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang
dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator
Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara
wajib  menyelenggarakan  Mediasi  bertempat di
Pengadilan.
Penggunaan ruang Mediasi Pengadilan untuk Mediasi

tidak dikenakan biaya.



(1)

(2)

(1)

(2)
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Bagian Kedelapan
Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

Pasal 12

Untuk mendukung pelaksanaan Mediasi di Pengadilan,

Mahkamah Agung menetapkan tata kelola yang di

antaranya meliputi:

a. perencanaan kebijakan, pengkajian dan penelitian
Mediasi di Pengadilan;

b. pembinaan, pemantauan dan pengawasan
pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

c. pemberian akreditasi dan evaluasi lembaga sertifikasi
Mediasi terakreditasi;

d. penyebarluasan informasi Mediasi; dan

e. pengembangan  kerjasama dengan = organisasi,
lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional,
regional, maupun internasional dalam bidang
Mediasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Ketua Mahkamah Agung.

BAB III
MEDIATOR

Bagian Kesatu

Sertifikasi Mediator dan Akreditasi Lembaga

Pasal 13
Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang
diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam
pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh
Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh
akreditasi dari Mahkamah Agung.
Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim

tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator
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dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah
Mediator bersertifikat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga
sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua

Mahkamah Agung.

Bagian Kedua

Tahapan Tugas Mediator

Pasal 14

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

a.

7Q

memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada

Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;

menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada

Para Pihak;

menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral

dan tidak mengambil keputusan;

membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para

Pihak;

menjelaskan bahwa  Mediator dapat mengadakan

pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak

lainnya (kaukus);

menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;

mengisi formulir jadwal mediasi.

memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk

menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian,;

menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan

pembahasan berdasarkan skala proritas;

memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:

1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;

2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi
Para Pihak; dan

3. bekerja sama mencapai penyelesaian;

membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan

Kesepakatan Perdamaian;



- 13 -

l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan
dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada
Hakim Pemeriksa Perkara;

m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad
baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa
Perkara;

n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Bagian Ketiga

Pedoman Perilaku Mediator

Pasal 15
(1) Mahkamah Agung menetapkan Pedoman Perilaku
Mediator.
(2) Setiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib
mentaati Pedoman Perilaku Mediator sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16
Ketua Pengadilan wajib menyampaikan laporan kinerja Hakim
atau Pegawai Pengadilan yang berhasil menyelesaikan
perkara melalui Mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan

Mahkamah Agung.

BAB IV
TAHAPAN PRAMEDIASI

Bagian Kesatu

Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara

Pasal 17
(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh
Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para
Pihak untuk menempuh Mediasi.
(2) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.
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Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang
pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi
sesuai dengan praktik hukum acara.

Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap

diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara

sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.

Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang

kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi

pelaksanaan Mediasi.

Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur

Mediasi kepada Para Pihak.

Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

meliputi:

a. pengertian dan manfaat Mediasi;

b. kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung
pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas
perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;

c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan
Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;

d. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian
melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan;
dan

e. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani
formulir penjelasan Mediasi.

Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir

penjelasan Mediasi kepada Para Pihak yang memuat

pernyataan bahwa Para Pihak:

a. memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara
lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara;

b. memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan

c. bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik.

Formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau

kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari

Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan

yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas

perkara.
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(10) Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa

(1)

(2)

(3)

(4)

Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan
Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib

dimuat dalam berita acara sidang.

Bagian Kedua

Kewajiban Kuasa Hukum

Pasal 18

Kuasa  hukum  wajib membantu Para  Pihak

melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses

Mediasi.

Kewajiban kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) di antaranya meliputi:

a. menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7)
kepada Para Pihak;

b. mendorong Para Pihak berperan langsung secara
aktif dalam proses Mediasi;

c. membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan,
kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa
selama proses Mediasi;

d. membantu Para Pihak merumuskan rencana dan
usulan Kesepakatan Perdamaian dalam hal Para
Pihak mencapai kesepakatan;

e. menjelaskan kepada Para Pihak terkait kewajiban
kuasa hukum.

Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan

alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(4), kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk

melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa

khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk
mengambil keputusan.

Kuasa hukum yang bertindak mewakili Para Pihak

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berpartisipasi

dalam proses Mediasi dengan iktikad baik dan dengan
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cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau

kuasa hukumnya.

Bagian Ketiga
Hak Para Pihak Memilih Mediator

Pasal 19
Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator
yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan.
Jika dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang
Mediator, pembagian tugas Mediator ditentukan dan
disepakati oleh para Mediator.
Ketentuan lebih lanjut tentang Daftar Mediator
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Keempat

Batas Waktu Pemilihan Mediator

Pasal 20

Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban
melakukan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para
Pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari
berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator
termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan
penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai
Pengadilan.

Para Pihak segera menyampaikan Mediator pilihan
mereka kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Apabila Para Pihak tidak dapat bersepakat memilih
Mediator dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara
segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai
Pengadilan.

Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim

bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang
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bersertifikat, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara
menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk
menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan
Hakim yang bersertifikat.

Jika Para Pihak telah memilih Mediator sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau ketua majelis Hakim
Pemeriksa Perkara menunjuk Mediator sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), ketua majelis
Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang
memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan
menunjuk Mediator.

Hakim Pemeriksa Perkara memberitahukan penetapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Mediator
melalui panitera pengganti.

Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda proses
persidangan untuk memberikan kesempatan kepada

Para Pihak menempuh Mediasi.

Bagian Kelima

Pemanggilan Para Pihak

Pasal 21
Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan
Mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan
sebagai Mediator.
Dalam hal Mediasi dilakukan di gedung Pengadilan,
Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui
Panitera melakukan pemanggilan Para Pihak dengan
bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk
menghadiri pertemuan Mediasi.
Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah demi
hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa, sehingga tanpa
ada instrumen tersendiri dari Hakim Pemeriksa Perkara,
juru sita atau juru sita pengganti wajib melaksanakan
perintah Mediator Hakim maupun nonhakim untuk

melakukan panggilan.
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Bagian Keenam

Akibat Hukum Pihak Tidak Beriktikad Baik

Pasal 22
Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik
dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat
diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula
kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak
beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai
rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan
besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak
dapat dilaksanakannya Mediasi.
Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan
putusan yang merupakan putusan akhir yang
menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai
penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya
perkara.
Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat
dapat diambil dari panjar biaya perkara atau
pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan

kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 23

Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai
kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.

Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak
beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai
rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan
besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak

dapat dilaksanakannya Mediasi.
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Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim
Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan
berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang
menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan
menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.
Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib
disebutkan dalam amar putusan akhir.

Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimenangkan dalam putusan, amar putusan
menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat,
sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada
penggugat sebagai pihak yang kalah.

Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan
agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya
perkara dibebankan kepada penggugat.

Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan
diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan
Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan
tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan
tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara

tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

BAB V
TAHAPAN PROSES MEDIASI

Bagian Kesatu

Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses

Mediasi

Pasal 24
Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak

penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

-20 -

(5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara
kepada pihak lain dan Mediator.

Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan
Mediasi.

Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu
Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan
permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim

Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Materi Pertemuan Mediasi

Pasal 25
Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada
posita dan petitum gugatan.
Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas
permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat
(1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan

kesepakatan tersebut di dalam gugatan.

Bagian Ketiga
Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat

Pasal 26
Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum,
Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli,
tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.
Para Pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan
tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari
penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(1)

-21 -

Bagian Keempat

Mediasi Mencapai Kesepakatan

Pasal 27

Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak
dengan  bantuan = Mediator wajib merumuskan
kesepakatan secara tertulis dalam = Kesepakatan
Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan
Mediator.
Dalam membantu merumuskan Kesepakatan
Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan
Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum,

dan/atau kesusilaan;
b. merugikan pihak ketiga; atau
c. tidak dapat dilaksanakan.
Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum,
penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat
dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara
tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang
dicapai.
Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan
Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa
Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.
Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan
Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian,
Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan
gugatan.
Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan
Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan

melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

Pasal 28
Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), Hakim
Pemeriksa Perkara segera mempelajari dan menelitinya

dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
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Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diminta dikuatkan
dalam Akta Perdamaian belum memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim
Pemeriksa Perkara wajib mengembalikan Kesepakatan
Perdamaian kepada Mediator dan Para Pihak disertai
petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki.

Setelah mengadakan pertemuan dengan Para Pihak,
Mediator wajib mengajukan kembali Kesepakatan
Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim
Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung
sejak  tanggal penerimaan = petunjuk  perbaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan
Perdamaian  yang telah  memenuhi  ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim
Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang
untuk membacakan Akta Perdamaian.

Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta
Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan

informasi di Pengadilan.

Bagian Kelima

Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Pasal 29

Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara
penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat
mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak
tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak
lawan.

Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan
ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak
tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator.
Kesepakatan  Perdamaian  Sebagian  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dikuatkan dengan Akta

Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta



(4)

(9)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

-23 -

kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak
mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal
27 ayat (2).

Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap
pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian
Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian
penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau
seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang
tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah
gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan
perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau

peninjauan kembali.

Pasal 30

Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas
sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan
hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan
Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa
Perkara sebagai lampiran laporan Mediator.

Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan
terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang
belum berhasil disepakati oleh Para Pihak.

Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas
objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa
Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian
Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar
putusan.

Kesepakatan  Perdamaian  Sebagian  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku
pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara
dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau

peninjauan kembali.
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Pasal 31

Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan
peradilan agama yang tuntutan perceraian
dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak
tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun
kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.
Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas
tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian
Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya
dengan perkara perceraian.

Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat
dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara
yang mengabulkan gugatan perceraian telah
berkekuatan hukum tetap.

Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika
Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para
Pihak bersedia rukun kembali selama  proses

pemeriksaan perkara.

Bagian Keenam

Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan

Pasal 32

Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil

mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara

tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:

a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai
batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut
perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 ayat (2) dan ayat (3); atau

b. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d

dan huruf e.
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Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat
dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis
kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:

a. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan
yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:

1. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga
pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi
salah satu pihak dalam proses Mediasi;

2. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan
dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek
hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga
tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau

3. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan
dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek
hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak
pernah hadir dalam proses Mediasi.

b. melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi
di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik
Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara,
kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-
pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis
dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan
Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil
keputusan dalam proses Mediasi.

c. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf
a, huruf b, dan huruf c.

Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Hakim Pemeriksa

Perkara  segera  menerbitkan  penetapan  untuk

melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan

ketentuan hukum acara yang berlaku.
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BAB VI
PERDAMAIAN SUKARELA

Bagian Kesatu

Perdamaian Sukarela pada Tahap Pemeriksaan Perkara

Pasal 33

(1) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim
Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau
mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan
putusan.

(2) Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan
permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk
melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan
perkara.

(3) Setelah menerima permohonan Para Pihak untuk
melakukan perdamaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan
penetapan segera menunjuk salah seorang Hakim
Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator
dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.

(4) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda persidangan
paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak

penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua
Perdamaian Sukarela pada Tingkat Upaya Hukum

Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali

Pasal 34
(1) Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya
hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, Para
Pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya
perdamaian:
(2) Jika dikehendaki, Para Pihak melalui ketua Pengadilan
mengajukan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis

kepada Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding,
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kasasi, atau peninjauan kembali untuk diputus dengan
Akta Perdamaian sepanjang memenuhi ketentuan Pasal
27 ayat (2).

Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib memuat ketentuan yang
mengesampingkan putusan yang telah ada.

Akta Perdamaian ditandatangani oleh Hakim Pemeriksa
Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan
kembali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak diterimanya Kesepakatan Perdamaian.
Apabila berkas perkara banding, kasasi, atau peninjauan
kembali belum dikirimkan, berkas perkara dan
Kesepakatan Perdamaian dikirimkan bersama-sama ke

Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

BAB VII
KETERPISAHAN MEDIASI DARI LITIGASI

Pasal 35

Terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi
dan penunjukan Mediator sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (5), jangka waktu proses Mediasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat
(3), serta Pasal 33 ayat (4) tidak termasuk jangka waktu
penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam
kebijakan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian
perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat
banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Terhadap Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat
diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4)
dan Pasal 23 ayat (8) serta penetapan penghukuman
Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum.

Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan,
pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses
Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam

proses persidangan perkara.
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Catatan  Mediator wajib  dimusnahkan  dengan
berakhirnya proses Mediasi.

Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses
persidangan perkara yang bersangkutan.

Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban
pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan

Perdamaian hasil Mediasi.

BAB VIII
PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN

Pasal 36
Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator
bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di
luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat
mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada
Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta
Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan
dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan
hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa.
Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya
akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi
Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai
dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2).
Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan
Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara
dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14
(empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
Salinan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari

yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian.
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Pasal 37

(1) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diajukan untuk
dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib
memberikan petunjuk kepada Para Pihak tentang hal
yang harus diperbaiki.

(2) Dengan  tetap memperhatikan tenggang  waktu
penyelesaian pengajuan Akta Perdamaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Para Pihak wajib
segera memperbaiki dan menyampaikan kembali
Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada

Hakim Pemeriksa Perkara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38
Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku,
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 39
Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Februari 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd
MUHAMMAD HATTA ALI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 04 Februari 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 175
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
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